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Drs. Tito Setiawan, MM selaku Pejabhat Pembuat Komitmen Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 174 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Helmiaty Basri, S.Sos, M.A.P selaku Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R,
vang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan, beralamat di JI. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec.
Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masingdisebut PIHAK dan secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi yana bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan
pengendalﬁ?ﬁfﬂsan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di
bidang kemaritiman dan investasi.

_7,i"bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di
: ]'},bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Rl yang bertugas
~ menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta

 pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber

' Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- daya manusia ketenagake“r'jaan sebagaimana dimaksud daiam Peraturan
- Menteri Ketenagakerjaan Rl:Nomor 1 TahuthOZ_T‘t,entéjgg Organisasi dan ;
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‘ ; 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara  Nomor:
<><><>\11§:§ 677/K.1/PDP.07.9/2019 Tentang Jenis Dan Pedoman Fenyelenggaraan
<>' ; Pelatihan Teknis Tahun 2019;

§>\ R Berdasarkan hal-nal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
@2@;2’ menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan
Y N . x S

<(§> |4 Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill dan Golongan Il Tahun
X & o
;<-> Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
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< 74 %  dan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
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\ 4% (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk
s . Eebagal oa

/(@ S pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan |l dan
/@g®§t., Golongan |l Tahun Pengadaan 2020 di lingkungan Kementerian
§§>}§'§ Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan oleh
& PARA PIHAK.
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Eg (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini. adalah terlaksananya Pelatihan Dasar
i":- ; ~ Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ili dan Golongan |l Tahun
\:, Pengadaan 2020 di lingkungan Kemente‘rian; Koordinator Bidang ¢
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rja Sama ini yaitu Pelatihan Dasar Calon Pegawai
- Negeri Sipil € | longan Il Tahun Pengadaan 2020 di fingkungan

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: §A .
a. menveleks dan mengiiimkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 P_erjanji,a'n Kerja Sama ini .
- kepada PIHAK. KEDUA,; SEle] '
~ b.  melengkapi persyaratan adrinistrasi  untuk  penyelenggaraan

- Peiatihan Dasar Caion PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Perjanjian Kerjaj Sama ini kepada PIHAK KEDUA:

menanggung, menyadiakan dan  menyetorkan  pembiayaan
pelaksanaan Félathan Dasar Calon PNS sebagaimaria dimaksud
dalam Pasal 3“3$F\’erjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait
pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan,
pelaksanaan dan pelagoran.

(2) PiHAK KEDUA mempunyai kewajiban:’ :

a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini
berdasarkan usulan dari PIHAK KESATU;
melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar
Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta
~ mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan
_ Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
_ Perjanjian Keda Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan
f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi

©
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peserta yang dinvatakan lulus seria Surat Keterangan telah selesai

- - mengikuti pelatihan bagi pesarta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;

menyelenggarakan Pelathan Dasar Calon PNS: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Xerja Sarna ini berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Peiatihan
Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian
Kerja Sama int berdasa‘rkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; )

melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan
Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan
PIHAK KESATU; dan

menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil
penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIHAK KESATU sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a.

menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan
Dasar Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 Perjanjian
Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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- 310.340.000 (tiga ratus juta tiga ratus
~yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kemen
_ Bidang Kemaritiman dan Investasi Nemor: 120.
23 November 2020; -

(2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaamanadtmaksud
Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh PARA
PIHAK. '

Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Pejabat terkait di lingkungan PARA PIHAK.




.~ PASAl®
- BERAKHIRNYA KERJA SAMA

1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kital
~ Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanj
_ Samaini berakhicbilameper ¢
“a. Telah berakhir jangka waktunya; Gan o S
b. Salah satu Pinak melanggar ketentuan dari Perianjian Kerja =~
Sama ini. - = -

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa kééda’an kahar tidak berakibat pada bétal?nya
- Perjarijian Kerja Sama ini. :
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COE PASAL 9
Do @
3 S KEADAAN KAHAR

> @S q e ) . [F
SIS (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
)t

g

@%?é a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor
@% dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;

<><><>§§:§ b.  huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang
@g}? ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan PARA
15 PIHAK untuk mengatasinya;

<{§§> Eg c.  perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak
@2@;53 langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.

LS

PV & : e : A
éé;‘g (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

@%Z :-) pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain
@@ secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya
‘®g® % Keadaan Kahar: !

K
Gs

@2@2% (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh)

<§{§> gg-) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk
@2@;@ ) melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini; maka
@% E: ~ pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapal mengajukan
%é% ~ pemutusan Perjanjian Kerja Sama. i e e :

<'§><>(:‘§ ; o | g LA 5
@®§> @ (4) Dalam harditaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana a

NN iy
RO - dimaksud : i - ak tiiak danat menuniy ganti. 2
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- Ji. Pusdiklai Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur

PusatPengembanganSumber Daya ManUSIaKe’renagakerjaan

13570, . 0
Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804 &
Email  : Kerjasamappsdm@gmail.com o %'@2@
- R«

Segala cemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan o
Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara ?g

tertulis dan diariggap telah diterima jika disampaikan secara Eg @% 4
langsung/dikirimkan meialui kurir dengan memperocleh tanda terima ke :g ®<>®
alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “ @é»
, -l

Sy ©

Perubahan alamat cleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis Y
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK Eg @6 Q
lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana :g @2@
dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah aiamat yang sah dan berlaku. 2

Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud padé ayat (1) wajib
diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK Ilainnya.
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(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, sevrta,,émasing-masing :
mempunyai kekuatan hukum yang sama. i v
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Perjanjian Kerja Sama: ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal
ditandatangani oieh PARA PIHAK. 3
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